Peninjauan Masa Kerja

Pengertian

Peninjauan   Masa    Kerja
adalah  penghitungan  kembali  waktu yang pernah ditempuh oleh seseorang selama melaksanakan tugas.

Penghitungan peninjauan masa kerja dalam ketentuan ini, dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

1. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh adalah masa selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil kecuali masa selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara.

· Masa selama menjalankan tugas pemerintahan, antara lain :

(a) Lokal staf pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

(b) Pegawai Tidak Tetap, misalnya masa bakti dokter selama menjadi Pegawai Tidak Tetap;

(c) Perangkat Desa;

(d) Pegawai/tenaga pada Badan-badan Internasional;

(e) Petugas pada pemerintah lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN.

· Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain : masa selama menjadi prajurit wajib dan sukarelawan.

· Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah, seperti : Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Masa kerja yang diperhitungkan ½ (setengah) adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyaknya 8 (delapan) tahun.

3. Masa kerja yang diperhitungkan 2 (dua) kali adalah :

(a) Masa bakti veteran pejuang kemerdekaan antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 maksimum 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan kali 2 (dua) = 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan;

(b) Masa perjuangan pada saat integrasi dan selama bekerja sebagai pegawai pada pemerintah  sementara Timor-Timur, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1974 sampai dengan tanggal 31 Juli 1976 maksimum 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan kali 2 (dua) = 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
Pengalaman kerja sebagai tenaga honorer pada bidang pendidikan dapat diperhitungkan apabila memenuhi syarat jumlah jam mengajar :

a. Bagi Guru Tidak Tetap pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah 18 (delapan belas) jam per minggu;

b. Bagi Dosen luar biasa adalah 8 (delapan) jam per minggu.

Masa kerja yang diperhitungkan setinggi-tingginya gaji pokok maksimum setelah dikurangi 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala.

Persyaratan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengusulan penetapan peninjauan masa kerja yang diperhitungkan penuh atau ½ (setengah) yang diperoleh dari instansi pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum yaitu :

1) Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);

2) Asli dan foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga honorer/kontrak/pegawai tidak tetap/guru bantu/guru tidak tetap dan guru wiyata bakti;

3) Asli dan foto copy sah surat keputusan pemberhentian sebagai tenaga honorer/kontrak/ pegawai tidak tetap/guru bantu/guru tidak tetap dan guru wiyata bakti;

4) Surat keputusan pembagian tugas mengajar bagi guru bantu, guru tidak tetap dan guru wiyata bakti;

5) Surat keterangan dari pejabat eselon II bagi guru tidak tetap dan guru wiyata bakti yang surat keputusan pengangkatan maupun pemberhentiannya dari Kepala Sekolah, Komite dan BP3;

6) Foto copy sah bukti penerimaan gaji per bulan bagi pegawai yang dalam surat keputusan pengangkatannya belum mencantumkan besarnya gaji yang diterima;

7) Foto copy sah surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;

8) Foto copy sah surat keputusan pangkat terakhir;

9) Foto copy sah surat keputusan jabatan terakhir;

10) Foto copy sah ijazah yang dimiliki dari yang pertama sampai terakhir sesuai dengan formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

11) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 1 (satu) tahun terakhir;

12) Surat pengantar dari SKPD.

Prosedur
1. Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil mengajukan surat permohonan untuk pengusulan penetapan peninjauan masa kerja;

2. Permohonan pengusulan peninjauan masa kerja dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diteruskan kepada Bupati melalui Badan kepegawaian Daerah;

3. Berkas permohonan peninjauan masa kerja yang telah diterima Badan Kepegawaian Daerah kemudian dilakukan verifikasi tentang kelengkapan dan keabsahannya;

4. Berkas yang telah memenuhi syarat dibuatkan nota persetujuan teknis untuk diusulkan kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara;

5. Berkas yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemohon;

6. Setelah mendapatkan nota persetujuan teknis dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah menetapkan surat keputusan peninjauan masa kerja;

7. Surat keputusan peninjauan masa kerja yang telah ditetapkan, oleh Badan Kepegawaian Daerah disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada pemohon.   
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